KOP PEMERINTAH DESA

Kudus, ............... 2010
e Kepada
5 9 ..... )bendel Yth. Pimpinan Bank Jateng
- honan Pencairan Dana Cabang Kudus
erimbangan Keuangan Pemerintah
szupate“ kepada Desa dan Tambahan di
penghasilan di Bawah UMK Tahun KUuDUS

gerdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang
penetapan Alokas} dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Perimbangan
Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan
vagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berpenghasilan di Bawah UMK di
kabupaten Kudus Tahun 2010 dan guna mendukung pembiayaan pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, dengan
ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Perimbangan dan Tambahan
penghasilan Tahun 2010 atas beban rekening giro Pemerintah Desa

....... Nomor
REKENING .ovvvveeeeeeeen sebesar Rp

.......... (dengan huruf ........................)

dengan perincign tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD,
Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan

penghasilan di bawah UMK serta RPD Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (apabila
ada) sebagaimana terlampir.

Demikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas
kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
Ub
Kepala Bagian Pemerintahan Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat (... )

{ F()
( & Rehcana P PD
) § enggunaan Dana (RPD)

0 ) I
N ™at RPD dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi
Ay . )
I R“""flbusi Daerah dan Tambahan Penghasilan.
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.............................. 2010
Nomor - ...
Tanggal: ... KEPALA DESA .........
i e
“Mkasi dan telah sesuai ketentuan, (tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
Pangkat
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e e
iy, . 'San kod rincian belanj
%A e e rekening dan ,
‘.Mnc‘an belanja pada waktu itu. (tidak harus
APBDesa

(nama lengkap)

anya diisi untuk pengajuan kode
ditulis seluruh kode rekening dan

L&% - be‘ani)a‘: dan pembiayaan agar diisi spesiﬁkasinyaf]enls peruntukannya.
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__ kolom 4 (keterangan), diisi dengan menulis asal/sumber dana dalam
is'a-nn pelanja yang tercantum sebagaimana dalam kolom 2. (misal : rincian

‘ i“"claan penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa di bawah Upah Minimum
b 4 diisi sumber dana Tambahan Penghasilan disertai jumlah nominal

;teﬂv Koﬂ pinjaman Desa pada tahun berjalan dicantumkan dalam belanja

¥ aemerintah desa (belanja t1)5_39’81 transaksi keuangan dan belanja bunga utang

oo Ipanja jasa kantor) dan pembiayaan untuk pembayaran pokok utang.

posbe.k nama/Sertifikas! Tanah Kas Desa dicantumkan pada belanja operasional

! B:"desan namun sumber dananya berasal dari bagian belanja pemberdayaan
4

ot RPD dari Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa.
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_ode rekening dan rincian belanja hanya diisi untuk pengajuan kode
penu"s.aa':, pelanja pada waktu itu. (tidak harus ditulis seluruh kode rekening dan
i}(gan nnG'BDesa)~ e ifikasi )
4gp A pelanja agar diisi spesi ikasinya/jenis peruntukannya.

nja .
,oewuaj jen!

oran Realisasi Pencairan Dana (LRPD) adalah sebagai berikut :
Foﬂf‘*’t Lanormat Laporan Realisasi Pencairan Dana (LRPD) dari Alokasi Dana
”Conwh(ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan
[T)::baha" penghasilan.

PESA -o5c0mmm s s cnimnssmns

<EALISAS| PENCAIRAN DANA (LRPD) ALOKAS| DANA DESA (ADD),
AN TSI PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN

pA TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN 2010
. Pencairan ]
Rincian Belanja Jumlah | Tahap | Sisa | Keterangan
fljm v
3 4/ 5|6 |7 8 9 N
NA - = : N
Jna Pegawai Aparat Pemerintah
esa dan Lainnya _
[nangan Kehormatan, Operasional
mKegigtanBPD | . .
wmberdayaan Masyarakat N
perasional Pemerintah Desa
BAYAAN
Jumlah Belanja dan
- Pembiayaan (2+3) ]
heifikasi dan telah sesuai ketentuan, ooy 2010
CAMAT ... .. .. KEPALA DESA .........
(tanda tangan)
(tanda tangan)
. (nama lengkap)
angkat (.. ) (nama lengkap)

NIP.

y . .
“gd::n- k<_>de rekening dan rincian belanja dan/atau pembiayaan sesuai dengan
fincian belanja dan/atau pembiayaan dalam RPD 100% (seratus persen).

o
R"t.oh format Laporan Realisasi Pencairan Dana (LRPD) dari Bagi Hasil
busi Pasar Desa.




DESA

SA5| pENCAlRAN DANA (LRPD) BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DESA
\LI

TAHUN 2010
_ Pencairan
Rincian Belanja Jumlah Taha Sisa | Keterangan
UL v
3 4| 5|6 |7 8 9
o iah Desa j
MengetahUi, ........... T 2010
CAMAT ocooorneoneee KEPALA DESA .........
da tangan)
W (tanda tangan)
ama lengkap)
Pe(:r\\gkat (eemeeene ) (nama lengkap)
NIP. oo

enlisan kode rekening dan rincian belanja sesuai dengan kode rekening dan
riadalam RPD 100% (seratus persen).

LURAN DANA

ldam rangka pengawasan dan pengendalian, serta memudahkan dan menjaga
aan dalam penyaluran Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan, maka
hdana dari Kas Daerah akan ditransfer ke dalam Rekening Giro Desa pada Bank

UCabang Kudus setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan

g ¥ang telah dicairkan, sebelum digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana

" dalam RPD, dimasukkan terlebih dahulu dalam rekening kas umum desa pada
g ditunjylc




BAB Ii|
PENGELOLAAN DANA

J o dan pengeluaran Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan harus

. m';ara ertib dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.
#’w e ndukung tertib administrasi pengelolaan keuangan, penerimaan dan
an dana harus dicatat secara tertib dalam Buku Kas Pembantu Dana

jua

(angan dan Tambahan Penghasilan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban
nakan oleh Bendahara Desa.

I(m(_;ndukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Perimbangan dan
fﬂmbahan penghasilan yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa, setiap penerima
ga maupun pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana tersebut harus
agadakan penatausahaan keuangan berupa penyusunan surat pertanggungjawaban
J).
watausahaan keuangan BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD. Sekretaris BPD
gb menyerahkan pertanggungjawaban keuangan BPD kepada Bendahara Desa
¢ bulan dalam rangka tertib administrasi desa dan guna penyusunan rancangan
watran desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan
wauran perundangan yang berlaku.
miahara Desa berhak meminta dan menagih SPJ dari penerima dana maupun
Hisana kegiatan yang bersumber dari dana tersebut.
¥nfzhara Dana Perimbangan Keuangan
Bndahara Desa merangkap sebagai Bendahara Dana Perimbangan yang ditunjuk
‘da" dietapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

penuniukan Bendahara Desa, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan
g beriaky,

"PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA

luntui? DI KECAMATAN KOTA KUDUS
gy 220G Tidak Mempunyai Tanah Bengkok :
. ® bagi Desa-desa di Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah
(ADD ® tidak memiliki penghasilan berupa bengkok, kel fuakast Dank esn
' Bag Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan
llan dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :




4

pahan penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan
m -
f 4p bad Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di bawah

tet p
UMK yang

perat! ran
plokast

Daerah

pesarannya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran |

Bupati ini.
pana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
penggunaannya diatur sebagai berikut :

130 o : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional
a
pemerintahan Desa yang dibagi atas :

b)70 % -

\

paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)

Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormmatan, Operasional dan
Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana
dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya
anggaran BPD sebesar-besarmya 15 % (lima belas persen) dari
Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Hasil Penjualan Aset
Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi
Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain
Pendapatan Desa yang Sah. (Apabila terdapat sisa anggaran,
maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja
operasional pemerintah desa, misalnya belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, serta belanja modal, kecuali untuk Penghasilan
Tetap Aparat Pemerintah Desa, Tambahan Penghasilan dan
Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa).

30 % (tiga puluh persen)

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

(tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan

masyarakat, dengan ketentuan :

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan
pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta
rupiah).

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertipikatan tanah kas

desa secara bertahap.

U
es
Khllsus ¥ang mempunyai Tanah Bengkok

U&%any %01 Desa-desa di Kecamatan Kota Kudus yang aparat pemerintah
Memiliki penghasilan berupa bengkok, maka Alokasi Dana Desa (ADD),




,_gm-lm Bag Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasitan
memmu

2 rambahan Penghasdan digunakan untuk memberkan tambahan
WWWKemhoeumpummm
perpenghasdan di bawah UMK yang besarannya sebagawnana tercantusm
”mal‘mmlmmmmn

s Bag Kepaia Desa dan Perangkat Desa yang tdak mendapat tambahan
penghasilan  dibenkan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa
yang besarannya pahng tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dan jumiah
Aokas: Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasd
Retnbus: Daerah yang dtenma Desa yang bersangkutan Tunjangan
keseyahteraan N hdak berlaku bag Sekretans Desa Pegawai Neger Sqpil

) Swsa dana dan Alokas: Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bags
Hasi Retnbusi Daerah setelah dikurang tunjangan kesejahteraan

penggunaannya diatur sebagai benkut

(hga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasonal

Pemenntahan Desa yang dibag: atas

paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)

Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan Operasional dan
Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabia ada tambahan dana
dan sumber pendapatan desa lannya jumiah selurubhnya
anggaran BPD sebesar besarnya 15 % (hma belas persen) dan
Pendapatan Desa diuar Hasil Usaha Desa Bengkok Aparat
Pemenntah Desa Hasil Penualan Aset Desa yang bdak
Dwpisahkan Hasil Swadaya dan Partisipas: Masyarakat. Hasi
Gotong Royong. Lan-lain Pendapatan Ash Desa yang Sah. Bag
Hasi# Retnbus: Pasar Desa Lan-lan Pendapatan Desa yang
Sah (Apabia terdapat ssa anggaran. maka ssa anggaran
dimaksud  dialokasikan untuk  belana  pemberdayaan

masyarakat)

- 30 % (higa puluh persen)
mn“mmwmm

(tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belania pemberdayaan

masysrakat, dengan ketentuan |
untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup d dalamnya kegiatan

rupiah)



v

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM,).

- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas
desa secara bertahap.

o DESA pl LUAR KECAMATAN KOTA KUDUS

sy mempunyai Bengkok sampai dengan 15 (lima belas) hektar.
" s DS -desa di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya
pemilii penghasilan berupa bengkok dengan Iuas seluruhnya sampai dengan 15
(ina pelas) hektar (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan
eluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak
paerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan
engan ketentuan sebagai berikut :

) a) Tambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan
penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
berpenghasilan di bawah UMK yang besarannya sebagaimana tercantum
pada kolom 8 Lampiran | Peraturan Bupati ini.

b) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan
penghasilan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa
yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah
Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil
Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan
kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil
(PNS).

J Sisa dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi

Hasil Retribusi Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan,

PeNggunaannya diatur sebagai berikut :

8)30%: (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional

Pemerintahan Desa yang dibagi atas :
- paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)
Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana
pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya
% (lima belas persen) dari

dari sumber

anggaran BPD sebesar-besamya 15
Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat




0)70% :

Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak

Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil
Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi
Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yangd

Sah. (Apabila terdapat sisg anggaran, maka sisa anggaran
dimaksud  dialokasikan

masyarakat).

untuk  belanja  pemberdayaan

- 30 % (tiga puluh persen)

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

(tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan

masyarakat, dengan ketentuan -

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan
pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta
rupiah).

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas
desa secara bertahap.

. Desa yang mempunyai Bengkok luasnya lebih dari 15 (lima belas) s/d 30 (tigapuluh)

hektar.

Bagi Desa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya

memiliki - penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya 15 (lima belas)
%ampai dengan 30 (tiga puluh) hektar (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa
“Mpai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi

"asi Pajai Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan,
d : —
*at digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

) q

Tambahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan

Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
berpenghasilan di bawah UMK yang besarannya sebagaimana tercantum

b)

Pada kolom 8 Lampiran | Peraturan Bupati ini.
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan

penghasilan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa
Yang besarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumiah
Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribuysi
Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan
i tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4




V

ari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi

ana d
g0 ¢ Retribusi Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan,
Has' aannya diatur sebagai berikut :

gu
peﬂg

., - (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional

)% & pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)
Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana
dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya
anggaran BPD sebesar-besarnya 12,5 % (dua belas koma lima
persen) dari Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok
Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak
Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil
Gotong Royong, Lain—lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi
Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.
(Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud
dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).

- 30 % (tiga puluh persen)
Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

b)70% : (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan

masyarakat, dengan ketentuan :

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan
pada POSYANDU Desa serendah-rendahnya Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah).

- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

- digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas

desa secara bertahap.

Sy

w\u\emm‘ﬂYa_IBengkok luasnya lebih dari 30 (tiga puluh) hektar.
Bsq

il *desa di juar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya
p

e
“luh) Nghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya lebih dari 30 (tiga
Qfan thag (lumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh
Yy Mag Sanya) maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah,

Il R
M Stribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan dengan
Sebaga, berikut

b



-l

- penghasilan  digunakan untuk memberikan tambahan
)Tamba - tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
pengha ian d pbawah UMK yang besarannya sebagaimana tercantum
berpenghjn g Lampiran | Peraturan Bupati ini.
pada k0|oa|a pesa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan
| ihti,:a"- diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa
n pesarannyd paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah
YankaSi pana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
g:)erah yang diterima Desa Yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan
" fidak periaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS).
., dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Snsa“ Retibus Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan,
k::;gunaannya diatur sebagai berikut :
a]30% - (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional
Pemerintahan Desa yang dibagi atas :
- paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)
Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana
dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya
anggaran BPD sebesar-besarnya 10 % (sepuluh persen) dari
Pendapatan Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat
Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak
Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Hasil
Gotong Royong, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi
Hasil Retribusi Pasar Desa, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.
(Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud
dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).
- 30 % (tiga puluh persen)
Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.
My .,
+ (iuh puluh persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan
Masyarakat, dengan ketentuan :
~ Untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan
Pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta
fUpiah).
* dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
" digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas
desa secara bertahap.




tidak mempunyai Bondo Desa.

Desasa gi luar Kecamatan Kota Kudus yang Desanya tidak memiliki Bondo
i[’esa/deNoka si Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil
z; mnakd ah dan Tambahan Penghasilan, dapat digunakan dengan ketentuan
) : Dae
’ Usl
qef:;ai perikut
4 .

pahan Penghasilan digunakan untuk memberikan tambahan
am

ghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpenghasilan di
n

p:wah UMK yang besarannya sebagaimana tercantum pada kolom 8

mpiran | Peraturan Bupati ini.
La

Bag Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan
b)

penghes! o
yang pesarannya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumiah
plokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi
paerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan

lan, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa

ni tidak berlaku bagi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS).

sisa dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi

Hssi Retribusi Daerah setelah dikurangi tunjangan kesejahteraan,

penggunaannya diatur sebagai berikut :

930% : (tiga puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional
Pemerintahan Desa yang dibagi atas :
- paling banyak 70 % (tujuh puluh persen)
Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan
Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari
sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran
BPD sebesar-besarnya 15 % (lima belas persen) dari Pendapatan
Desa diluar Hasil Usaha Desa, Bengkok Aparat Pemerintah Desa,
Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya
dan Partisipasi Masyarakat, Hasil Gotong Royong, Lain-lain
Pendapatan Asli Desa yang Sah, Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa,
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. (Apabila terdapat sisa
anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk

belanja pemberdayaan masyarakat).
" 30 % (tiga puluh persen)
Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

3}700
S
* (ujuh pugk persen) dipergunakan untuk belanja pemberdayaan

m,
ASyarakat, dengan ketentuan :




V

untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan
pada pPOSYANDU Desa paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta

rupiah)'

_ dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

) digunakan untuk mendukung kegiatan pensertifikatan tanah kas
desa secara bertahap.

,bﬂa Desa mela '
ga utang dan pembayaran pokok utang) pada tahun anggaran berjalan
jsnal 30 % (tiga puluh persen) dari hasil lelangan tanah bondo desa dan
;,1gk0k perangkat desa yang kosong dan/atau maksimal 50% (lima puluh persen)
Inebﬂia pemberdayaan masyarakat dari besaran dana perimbangan pemerintah
gupaten kepada desa.

yaBagi Hasil Retribusi Pasar Desa digunakan untuk :

kukan pinjaman, maka besarnya angsuran Pinjaman Desa

nja bun

170% (tujuh puluh persen) digunakan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat;
1% % (tiga puluh persen) digunakan untuk Belanja Operasional Pemerintah
Desa, yang meliputi :

3 belanja barang dan jasa;

b) belanja modal.

"mitah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur besaran Tunjangan
seahteraan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
%, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah secara

l’“DOrs.lonal, dengan mempertimbangkan :
"ljang Jabatan:
: Vasa Kerja;

Beban T

| ugas;

ey
I Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan;

®Nghag; .
ngko:"an yang telah diterima (tingkat kesuburan masing-masing tanah
) Yang bersangkutan.

ay

[

Sgia
My &N harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, lepat Sasaran,

rac
ﬂ"aan 3 asj.

%“fm harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis

Qupy
" hukum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d




kegiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Tambahan
2 , '
Wan,lan dinarapkan dapat didukung dengan dana yang bersumber dari
|
P o Asli Desa dan Swadaya Masyarakat.

P .
ol gimaksud selesai dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2010 dan
Ao

g9 _
Per“’n penyelenggaraan  Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan

yngjawaban kepada BPD dan penyampaian informasi tentang pokok-pokok
pan kepada masyarakat Desa.

sngiawabkan oleh Kepala Desa yang menjadi satu dalam penyusunan

,ﬁangg .

|
/

-



BAB Iv

pEMB'NAAN' PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI

N - -
P Pl efisiensi dan efektifitas penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan
,,x"‘i qagar tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi, maka pembinaan atas
naS'

o pana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Camat
i

" dan Bagian Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

| gk

]‘GAWASAN
qovasan atas penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan dilakukan

4 st pelaksanaan kegiatan monitoring Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah
ypaten kepada Desa dan pada saat pemeriksaan rutin tahunan Aparat Inspektorat
yalen serta pengawasan langsung oleh BPD dan masyarakat setempat sesuai
qn peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPORAN
lam rangka efektifitas penggunaan Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan
kdasarkan ketentuan yang berlaku, tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka
epala Desa wajib melaporkan penggunaan Dana dengan mengirimkan fotokopi Buku
s Pembantu Dana Perimbangan dengan tanda tangan dan stempel asli setiap bulan
tada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan
"kitnya, dengan dilampiri :
*Bukg Penerimaan dan pengeluaran beserta data dukung yang sah; dan
* aporan Perkembangan Triwulan (dilampirkan apabila pelaporan penggunaan dana
telah Sampai pada akhir tiap tri wulan), misalnya Laporan Perkembangan Triwulan |
“amp'rka" Pada saat pelaporan penggunaan dana bulan Maret, dan seterusnya.
! fangka mewujudkan tertib administrasi keuangan, Kepala Desa tetap
g " Penggunaan dana perimbangan setiap bulan walaupun keadaan kas
fesa bersumber dari dana perimbangan masih dalam keadaan NIHIL.

Jl ke,

\

% 8 4.

‘?@%ilan lpenyimpangan atau penyalahgunaan Dana Perimbangan dan Tambahan
}Qa“gu, Maka Penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

“angan yang berlaku.




BAB V
PENUTUP

gana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa
f*“penat x menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan
oM penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan
o yarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi desa, sehingga akan tercapai
ﬂ":a:arapkan yaitu :
' o penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan
nmasyarakat di desa.
,gkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa (berikut stakeholder di desa
ign) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara
waufsesual dengan potensi desa.
pgkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha
nasyarakat desa.
grong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.
sdoman ini bersifat operasional khusus untuk Tahun Anggaran 2010, dan selanjutnya
nun akan dirumuskan kembali untuk disesuaikan dengan dinamika yang berkembang
&n yang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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